1. Tugas Pembantuan yang diterima
A. Satuan Kerja 05
A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05

kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas

Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 adalah

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Republik Indonesia

A.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 05 adalah Program

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman
Rempah dan Penyegar

b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman
Tahunan

c. Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan

Usaha
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d. Dukungan Perlindungan Perkebunan

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan

A.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 3.1.  Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 05 Tahun 2015

PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan

Dukungan Perlindungan Perkebunan

Pemberdayaan Perangkat

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)

Dukungan Keg. Manajemen dan Teknis Lainnya

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

Target
Output

1 Unit

12 Bulan
12 Bulan

Realisasi
Output

1 Unit

12 Bulan
12 Bulan

Pengembangan Tanaman Lada [Base Line] 800 Ha 800 Ha
Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar [Base Line] 72 Orang 72 Orang
Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar [Base Line] 2 Ha 2 Ha
Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 12 Bulan 12 Bulan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit [Base Line] 100 Ha 100 Ha
Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) [Base Line] 6 Laporan 6 Laporan
Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan [Base Line] 5 Ha 5Ha
Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan [Base Line] 12 Bulan 12 Bulan
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan [Base Line] 2 KT 2 KT
Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan [Base Line] 2 Kasus 2 Kasus
Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan [Base Line] 1 Provinsi 1 Provinsi
Dukungan Perlindungan Perkebunan

SL-PHT Perkebunan [Base Line] 6 KT 6 KT
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim [Base Line] 7 Dokumen | 7 Dokumen
Pemberdayaan petugas pengamat opt [Base Line] 20 Orang 20 Orang
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) [Base Line] 12 Bulan 12 Bulan
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A.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan
Sumber dana Satuan Kerja 05 berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-
018.05.3.169066/2015 dan SP DIPA-018.05.3.169114/2015
tanggal 14 November 2014. Adapun jumlah anggaran serta
realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.  Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2015

CAPAIAN KEUANGAN
SATKER PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN PAGU
REALISASI KEU % | FISIK %
018.05.08 Program Penlngkatan‘Produkﬂ dan Produktivitas Tanaman 15,007,906,000 | 11,384,497,275 71.57 76.29
Perkebunan Berkelanjutan
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 3,123,255,000 2,485,100,500 79.57 79.90
1779.002. | Pemberdayaan Perangkat 3,123,255,000 2,485,100,500 79.57 79.90
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 1,486,290,000 875,753,700 58.92 73.64
Perkebunan
1780.008. | Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 113,880,000 102,724,200 90.20 90.64
1780.010. | Dukungan Keg. Manajemen dan Teknis Lainnya 1,372,410,000 773,029,500 56.33 56.64
1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah 4,673,346,000 3,535,051,275 75.64 84.09
dan Penyegar
1775.004 | Pengembangan Tanaman Lada [Base Line] 3,598,800,000 2,816,685,000 78.27 88.75
1775.027 Pembe.rdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar 616,000,000 523,328,600 34.96 87.67
[Base Line]
1775.029 Pengerr.lbangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar 69,196,000 64,687,675 93.48 93.92
[Base Line]
1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan 389,350,000 130,350,000 33.48 33.60
Penyegar
1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan 3,070,699,000 2,075,062,150 67.58 74.14
1777.004 | Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit [Base Line] 861,300,000 697,222,400 80.95 92.55
1777.015 iii\gicallsa5| Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) [Base 1,352,991,000 895,090,300 66.16 70.54
1777.031 | Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan [Base Line] 275,058,000 143,984,450 52.35 65.65
1777.032 Ec:]c;dmam Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan [Base 581,350,000 338,765,000 58.27 59.25
1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha 628,382,000 377,353,400 60.05 88.75
1778.015 Peralat.an Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 144,575,000 121,575,700 34.09 85.67
[Base Line]
1778.019 Eir:;nganan gangguan usaha dan konflik perkebunan [Base 274,925,000 177,617,000 64.61 109.72
1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan [Base Line] 208,882,000 78,160,700 37.42 63.30
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 2,821,034,000 1,939,092,750 68.74 81.17
1779.005 | SL-PHT Perkebunan [Base Line] 614,320,000 582,219,000 94.77 100.00
1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim [Base Line] 1,999,114,000 1,186,414,750 59.35 60.25
1779.015 | Pemberdayaan petugas pengamat opt [Base Line] 207,600,000 170,459,000 82.11 83.25
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 104,900,000 97,083,500 92.55 95.25
Perkebunan
1780.009 G(ri]?]lnlstram Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) [Base 104,900,000 97,083,500 92.55 95.25
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A.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang

bertugas di Satuan Kerja 05 berjumlah 7 (tujuh) orang,

berdasarkan :

a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/18/V-
KEU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Negara Dana Tugas Pembantuan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perkebunan pada Satuan Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2015

b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/03/V-
KEU/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup
Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan
Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2015

c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 188.4/028/Kpts-Disbun/2015 tanggal 2
Pebruari 2015 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Pelaksanaan Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2015.
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Tabel 3.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan
Pendidikan Pangkat
sl s2 s1 SMA v 1 I
Pria 0 4 0 0 4 0
Wanita 1 1 1 1 1 1
Jumlah 1 5 1 1 5 1

A.7. Permasalahan dan Solusi

Selama tahun 2015, beberapa permasalahan yang terjadi

dalam pencapaian realisasi output kegiatan adalah sebagai

berikut :

- Keterlambatan di dalam proses pelelangan, sehingga
beberapa kegiatan yang terkait dengan proses tersebut
tidak dapat dilaksanakan

- Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait sehingga
kegiatan yang bersifat pengawalan tidak maksimal

- Biaya satuan yang lebih rendah daripada biaya di lokasi
menjadi penyebab rendahnya minat rekanan terhadap
pelaksanaan pekerjaan tersebut

- Ketersediaan SDM yang kurang memadai sehingga kegiatan
tidak dapat terealisasi

A.8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Selain Tugas Pembantuan Provinsi, Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (Satuan Kerja 05) juga diperoleh oleh Dinas
Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan

Kabupaten Kutai Barat
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Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi TP Kabupaten Kutai Barat Tahun
2015
CAPAIAN KEUANGAN
SATKER PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN PAGU
REALISASI KEU % | FISIK %
018.05.08 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, 2,889,408,000 | 2,088,986,750 72.30 | 100.00
PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS
1777 TANAMAN TAHUNAN 2,696,222,000 | 1,897,244,500 70.37 | 100.00
1777.001 Pengembangan Tanaman Karet 708,750,000 485,122,500 68.45 100.00
1777.015 E:;’:ta)"sas' Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, 33,472,000 32,122,000 | 9597 | 100.00
1778 | Pukungan Penanganan Pasca Panen dan 133,586,000 | 132,142,250 | 98.92 | 100.00
Pembinaan Usaha
1778.015 Peralatan Penangan.an Pasca Panen Tanaman 133,586,000 132,142,250 08.92 100.00
Perkebunan (Base Line)
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN
1780 TEKNIS LAINNYA DITJEN PERKEBUNAN 59,600,000 59,600,000 | 100.00 | 100.00
1780.009 der;ﬂlnlstraa Kegiatan Dana Tugas Pembantuan 59,600,000 59,600,000 100.00 100.00

B. Satuan Kerja 07

B.1.

B.2.

Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 07

kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas

Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 07 adalah

Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
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B.3. Program dan Kegiatan
Adapun program Satuan Kerja 07 adalah Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengembangan Pemasaran Domestik
b. Pengembangan Usaha dan Investasi
c. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
d. Dukungan Menajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian
B.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 3.5.  Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 07 Tahun 2015
PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN Target Realisasi
Output Output
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR,
PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN
PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK
Pengembangan Informasi Pasar 1 Unit 1 Unit
Fasilitasi Kebijakan Stabilisasi Harga 1 Dokumen 1 Dokumen
PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
Laporan Kegiatan dan Investasi 1 Laporan 1 Laporan
PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1 Laporan 1 Laporan
DUKUNGAN MENAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1 Laporan 1 Laporan

B.5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 07 berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-
018.07.3.169003/2015 tanggal 14 November 2014. Adapun

jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.6.  Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 07 Tahun 2015
CAPAIAN KEUANGAN
SATKER PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN PAGU
REALISASI KEU % FISIK %
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,
018.07.10 DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN 619,175,000 | 564,423,750 91.16 94.59
DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN
1789 PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK 89,000,000 86,746,800 97.47 100.00
1789.004 Pengembangan Informasi Pasar 27,000,000 25,164,600 93.20 100.00
1789.014 Fasilitasi Kebijakan Stabilisasi Harga 62,000,000 61,582,200 99.33 100.00
1791 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI 83,325,000 81,154,000 97.39 100.00
1791.005 Laporan Kegiatan dan Investasi 83,325,000 81,154,000 97.39 100.00
PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL
1792 PERTANIAN 234,850,000 | 212,113,250 90.32 93.79
1792.006 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 234,850,000 | 212,113,250 90.32 93.79
1793 DUKUNGAN MENAJEMEN DAN DUKUNGAN 212,000,000 | 184,409,700 86.99 100.00
TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
1792.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 212,000,000 | 184,409,700 86.99 100.00

B.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang

bertugas di Satuan Kerja 07 berjumlah 13 (Tiga Belas)

orang, berdasarkan :

a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/03/V-

KEU/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup
Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan
Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2015

. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 188.4/027/Kpts-Disbun/2015 tanggal 2
Pebruari 2015 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Pelaksana Satuan Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur (07) Tahun Anggaran 2015.
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Tabel 3.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan
Pendidikan Pangkat
sl s2 s1 SMA v 11 I
Pria 0 6 3 0 6 3
Wanita 1 1 2 1 2 1
Jumlah 1 7 5 1 8 4

C. Satuan Kerja 08
C.1. Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08
kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas
Perkebunan, adalah sebagai berikut :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
-Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
C.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08 adalah
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
C.3. Program dan Kegiatan
Adapun program Satuan Kerja 08 adalah Program
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana
Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
a. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat

Mesin
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c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

d. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

e. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan
Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

C.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja 08
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.8.  Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 08 Tahun 2015

Target Realisasi
PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN Output Output

PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN
ALAT MESIN PERTANIAN
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS
LAINYA DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
FASIITAS PUPUK DAN PESTISIDA
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP)
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan

C.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan
Sumber dana Satuan Kerja 08 berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-
018.08.3.169004/2015 tanggal 14 November 2014. Adapun

jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.9.

Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 08 Tahun 2015

CAPAIAN KEUANGAN
SATKER PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN PAGU
REALISASI KEU % FISIK %
018.08.11 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 300,000,000 211,602,100 70.53 77.77
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
1794 PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN 31,200,000 30,740,000 98.53 100.00
1794.994.001 | Supervisi dan Pembinaan 31,200,000 30,740,000 98.53 100.00
PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN
1795 PERTANIAN 42,000,000 27,396,000 65.23 73.56
1795.994.001 | Supervisi dan Pembinaan 42,000,000 27,396,000 65.23 73.56
PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN
1796 PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN 17,000,000 15,237,500 89.63 94.12
1796.994.001 | Supervisi dan Pembinaan 17,000,000 15,237,500 89.63 94.12
1797 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN 195,800,000 | 127,708,600 65.22 73.40
TEKNIS LAINYA DITJEN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
1797.994.001 | Administrasi Perkantoran 195,800,000 127,708,600 65.22 73.40
3993 FASIITAS PUPUK DAN PESTISIDA 7,000,000 5,080,000 72.57 78.57
3993.994.001 | Supervisi dan Pembinaan 7,000,000 5,080,000 72.57 78.57
3994 PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN 7,000,000 5,440,000 77.71 85.71
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN
(PUAP)
3994.994.001 | Supervisi dan Pembinaan 7,000,000 5,440,000 77.71 85.71

C.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang

bertugas di Satuan Kerja 08 berjumlah 9 (Sembilan) orang,

berdasarkan :

a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/03/V-
KEU/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan

Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja

dan Negara Dana Dekonsentrasi

lingkup Kementerian

Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran

2015
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b. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 188.4/031/Kpts-Disbun/2015 tanggal 2
Januari 2015 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Pelaksana Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Timur (08) Tahun Anggaran 2015.
Tabel 3.10. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan
Pria 0 4 1 0 4 1
Wanita 2 1 1 2 1 1

2. Tugas Pembantuan yang diberikan
Selama tahun 2015, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan

Desa.
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